UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN (Studi Kabupaten Solok Pasca Keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ) by Marleni, Marleni
Jurnal Pelangi 47 
 
  
Website: ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi 
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN: 
  Studi Kabupaten Solok Pasca Keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004  
Tentang  Otonomi Daerah 
 
Marleni 
 
 
INFO 
ARTIKEL 
 Abstract 
Diterima: 
 
Direview: 
 
Disetujui: 
 
This research examines the effort of poverty alleviation in Solok. 
Solok is the third highest poverty rate of 12 districts in West 
Sumatra (West Sumatra BPS 2008). However, in the period 2008-
2010 Solok successfully developed a variety of efforts to improve 
welfare and increase their local revenue. Poverty is a social 
problem that is ingrained in Indonesia. Alleviate poverty is not just 
a matter for central government but also local governments and 
with the regional autonomy. This research to describe the efforts 
taken by the government Solok in overcoming poverty in the 
region. The methods uses qualitative, with the type of descriptive 
research that led to the situation that occurs through the data 
obtained. This research includes the study of economic sociology 
and sociology of development. The results showed that there were 
some efforts made by the government in addressing poverty Solok 
namely 1) local economic development by providing training and 
skills to the poor. 2) empowerment of micro, small and medium 
enterprises in the form of rural development programs of economic 
institutions or villages, by providing capital assistance in the form 
of money to poor people who have good business in agriculture, 
fisheries, animal husbandry, trade and industry. 3) Community 
development focused on the fulfillment of basic rights to health 
care for the poor because it will affect the health of someone 
earning. Health program is using the funds the district budget. 
Budgeted funds are from the health centers to hospitals. 
Community can perform basic medical treatment for free. 
Government programs to alleviate poverti Solok is also supported 
by a free ID card program. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia sekarang adalah negara 
yang sedang bangkit untuk mulai 
membagun kembali dari keterpurukan 
ekonomi pasca runtuhnya orde baru. 
Keterpurukan tersebut mengakibatkan 
terjadinya kesenjangan pembangunan di 
Indonesia dengan tingkat kesejateraan 
yang sangat jauh dari harapan yang 
mengakibatkan banyaknya masyarakat 
yang kelaparan, tingginya angka 
pengangguran, banyaknya anak-anak yang 
putus sekolah yang disebabkan oleh krisis 
yang melanda Indonesia. 
Salah satu masalah yang dihadapi 
Indonesia pada saat sekarang adalah 
tingginya angka kemiskinan yaitu 325.300 
jiwa dari total penduduk Indonesia 230 
juta jiwa pada tahun 2008, sedangkan 
Sumatera Barat angka penduduk 
miskinnya juga tinggi yaitu pada tahun 
2009 sebesar 313,5 jiwa dari 12 (dua 
belas) kabupaten dan 429,3 di kotanya 
dengan jumlah total penduduk Sumatera 
Barat secara keseluruhan adalah 4.523.125 
jiwa. Bergulirnya otonomi sesuai dengan 
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, 
yang bertujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat dengan mendekatkan 
pelayanan publik kepada masyarakat 
melalui otonomi (Suharto, 2005: 56). Oleh 
sebab itu pelaksanaan otonomi daerah 
yang baik juga perlu didukung melalui 
penerapan prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik (good local governance), 
mengingat pembangunan daerah tidak 
dapat terpisahkan dengan proses 
pembangunan nasional. Oleh sebab itu 
pengantasan kemiskinan tidak menjadi 
urusan pemerintah pusat saja tetapi juga 
pemerintah daerah apalagi dengan adanya 
otonomi daerah. 
Kabupaten Solok merupakan 
kabupaten peringkat ketiga dari 12 
kabupaten yang ada di Sumatera Barat 
yang angka kemiskinannya tinggi. 
Semenjak tahun 2005-2010 di kabupaten 
Solok baru diadakan dua kali pendataan 
untuk rumah tangga miskin yaitu yang 
pertama tahun 2005, angka kemiskinan di 
Kabupaten Solok dilihat dari jumlah 
rumah tangga miskin adalah sebesar 
25.089  rumah tangga miskin dan yang 
kedua pada tahun 2008 yaitu sebesar 
23.797 rumah tangga miskin. Jadi, selama 
tiga tahun angka kemiskinan di kabupaten 
Solok mengalami penurunan sebesar 1336 
rumah tangga miskin di lihat dari jumlah 
keseluruhan (BPS Kabupaten Solok 
2008/2009). Berdasarkan uraian di atas, 
maka perlu diketahui Upaya Pemerintah 
Kabupaten Solok dalam menurunkan 
angka kemiskinan pasca keluarnya UU 
otonomi daerah No.32 tahun 2004. 
Pengertian kemiskinan sangat beragam, 
yaitu mulai dari sekedar ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
dasar dan memperbaiki keadaan hingga 
pengertian lebih luas yang memasukkan 
komponen-komponen sosial dan moral. 
Menurut Schiller (1997) kemiskinan 
adalah ketidak sanggupan untuk 
mendapatkan barang-barang dan 
pelayanan-pelayanan yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan sosial terbatas 
(Soejadi, 2001:19). Definisi yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah defenisi 
kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik. 
Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik 
kemiskinan adalah Kondisi seseorang 
hanya dapat memenuhi kebutuhan 
makannya kurang dari 2.100 kalori 
perkapita perhari. Badan Pusat Statistik 
(2008) dalam bukunya Analisis dan 
Pengetahuan Tingkat Kemiskinan 
mengelompokan kemiskinan ke dalam dua 
bentuk yakni kemiskinan absolut dan 
kemiskinan relatif. Menurutnya ukuran 
kemiskinan absolut adalah berdasarkan 
ketidakmampuan untuk mencukupi 
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kebutuhan pokok minimum seperti 
pangan, sandang, kesehatan, perumahan, 
pendidikan yang diperlukan untuk bisa 
hidup dan berkerja. Kebutuhan pokok 
minimum ini diterjemahkan sebagai 
ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai 
kebutuhan minimum dasar tersebut di 
kenal dengan istilah garis kemiskinan. 
Penduduk yang pendapatannya dibawah 
garis kemiskinan digolongkan sebagai 
penduduk miskin. Ukuran kemiskinan 
relatif adalah distribusi pendapatan atau 
pengeluaran penduduk. 
Menurut Badan Pusat Statistik ada 
empat belas ukuran kemiskinan dilihat dari 
kriteria rumah tangga miskin yaitu: 
1. Luas lantai bagunan tempat tinggal 
kurang dari 8 m2 per orang. 
2. Jenis lantai bangunan tempat 
tinggal terbuat dari tanah, bambu, 
kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal 
terbuat dari bambu,rumbia,kayu 
berkualitas rendah, tembok tanpa 
plester. 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air 
besar sendiri atau bersama-sama 
dengan orang lain. 
5. Sumber penerangan rumah tangga 
tidak menggunakan listrik. 
6. Sumber air minum berasal dari 
sumur, mata air tidak terlindung, 
sungai dan air hujan. 
7. Bahan bakar untuk memasak 
sehari-hari adalah kayu bakar, 
arang, minyak tanah. 
8. Hanya mengkomsumsi daging, 
susu, atau ayam satu kali dalam 
seminggu. 
9. Hanya membeli satu stel pakaian 
baru dalam setahun.  
10. Hanya sanggup makan sebanyak 
satu/dua kali dalam sehari. 
11. Tidak sanggup membayar biaya 
pengobatan puskemas/poliklinik. 
12. Sumber penghasilan kepala rumah 
tangga adalah petani dengan luas 
lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, 
buruh bangunan, buruh perkebunan 
atau perkerjaan lainnya yang 
penghasilannya dibawah Rp 600 
ribu per bulan. 
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah 
tangga tidak sekolah/tidak tamat 
SD/ hanya SD. 
14. Tidak memiliki tabungan/barang 
yang mudah dijual dengan nilai 
minimal Rp 500 ribu ( Badan Pusat 
Statistik Sumatera Barat 2008). 
 
METODE PENELITIAN 
Adapun metode penelitian yang 
digunakan kualitatif sedangkan tipe 
penelitian yang diinginkan adalah 
penelitian yang deskriptif yang mengantar 
keadaan yang terjadi melalui data yang 
diperoleh. Penelitian ini di lakukan pada 
Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. 
Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Solok 
merupakan Kabupaten ketiga yang 
termiskin dari 12 Kabupaten yang ada di 
Sumatera Barat. Informan dipilih 
berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh 
peneliti yaitu pejabat pemerintah daerah 
Kabupaten Solok yaitu Kabid Rehabilitasi 
dan Kesos, Kabid Subbagian ADM, Bimb 
dan Bantuan Sosial, Kepala Seksi Statistik 
Sosial BPS Kabupaten Solok, Kepala 
Kesra Kabupaten Solok, Kabid 
Perencanaan Pemerintahan, sosial, dan 
budaya Bappeda, Kasi UPKD dan R Dinas 
Kesehatan, Kasubid Penangulangan 
kemiskinan, Sekretaris Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan 
wakil ketua DPRD Kabupaten Solok. 
Faktor Penyebab Kemiskinan di 
Kabupaten Solok 
Strategi penanggulangan kemiskinan 
daerah Kabupaten Solok tahun 2007-2010, 
yang disusun oleh Tim Penangulangan 
Kemiskinan. Pertama; rendahnya kualitas 
dan produktivitas sumber daya manusia. 
Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan 
yang relative rendah. Rendahnya tingkat 
pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki oleh 
masyarakat mempengaruhi pola pikir 
masyarakat dimana tidak adanya 
pandangan hidup kedepan atau kehidupan 
yang lebih baik. Kedua, keterbatasan 
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sumber daya alam yang dapat 
dieksploitasi. Sumber daya manusia 
masyarakat miskin tidak bisa 
menggunakan maupun memanfaatkan 
sumber daya alam secara keseluruhan. Hal 
itu disebabkan oleh penguasaan tanah 
cenderung menyempit akibat sistem 
warisan yang cenderung dibagi rata-rata 
kepada setiap anak. Serta memburuknya 
kondisi sumber daya alam dan lingkungan 
hidup seperti kondisi lahan yang kritis 
mengakibatkan lahan tidak bisa digunakan 
secara optimal sehingga hasil panen tidak 
bagus. Penyebab lahan kritis adalah 
kekeringan dan kualitas daya dukung yang 
kurang seperti irigasi. Selain itu rendahnya 
penguasaan tanah dan kualitas daya 
dukung pertaniaan membuat masyarakat 
miskin di pedesaan menghadapi masalah 
ketimpangan struktur penguasaan dan 
pemilikan tanah serta ketidakpastian dalam 
penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. 
Kondisi ini sangat dirasakan oleh petani 
pengarap yang sering tidak mampu 
memenuhi kebutuhan, dimana 
diKabupaten Solok ada 40% buruh tani 
dari keseluruhan petani dari 60% dari 
keseluruhan penduduk ( Sumber: Dinas 
Pertanian). Ketiga, rendahnya partisipasi 
orang miskin dalam perencanaan dan 
perumusan kebijakan. yang mengakibatkan 
program-program pengentasan kemiskinan 
tidak berlanjut karena salah sasaran. Hal 
ini disebabkan oleh kurangnya informasi 
mengenai kebijakan bagi orang miskin ini 
diakibatkan oleh control social yang masih 
rendah. Kondisi ini dianggab sebagai 
penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan 
nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan dan 
program pemerintahan daerah. Seperti 
yang diungkapkan oleh kabid perencanaan 
pemerintah, sosial, dan budaya Bappeda, ia 
memaparkan kemiskinan yang terjadi di 
kabupaten solok salah satunya disebabkan 
oleh kurangnya partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan program, sehingga 
program dilapangan tidak berjalan dengan 
baik, gagal maupun tidak tepat sasaran. 
Partisipasi masyarakat yang rendah 
disebabkan oleh adanya rasa kurang 
percaya diri dari masyarakat yang 
disebabkan oleh pengetahuan mereka yang 
kurang dan keterbelakangan yang selama 
ini membelengu mereka mengakibatkan 
masyarakat miskin takut untuk 
mengeluarkan pendapat. Kemiskinan yang 
terjadi di kabupaten Solok selain 
disebabkan oleh faktor kultural juga 
disebabkan oleh faktor struktural seperti 
yang dimaknai oleh Pemerintah Kabupaten 
Solok. Struktur yang membuat masyarakat 
tidak bisa merubah nasib mereka, dimana 
struktur tersebut membelengu mereka 
sehingga tidak bisa keluar dari kemiskian. 
Salah satunya adalah kondisi geografis 
yang sulit dijangkau yang disebabkan oleh 
letak yang jauh, melewati perbukitan 
dengan kondisi jalan yang kurang 
memadai jika ditempuh pada musin hujan 
kondisi jalan licin dengan lokasi yang 
mudah lonsor. Selaibn kondisi geografis, 
faktor struktural lain adalah akses untuk ke 
pusat kabupaten memakan waktu yang 
lama dan tidak didukung oleh sarana 
informasi maupun transportasi yang 
memadai.  
Selain kondisi geografis dijangkau, 
kemiskinan juga disebabkan oleh sifat 
malas dan pasrah terhadap nasib serta tidak 
adanya orientasi hidup untuk masa depan. 
Hal ini disebabkan oleh pola pikir 
masyarakat yang mengagab apapun yang 
dilakukan ataupun diusahakan tidak akan 
membuat hidup mereka lebih baik dari hari 
sekarang. Menurut ZS (Dinas Kesehatan), 
kemiskinan disebabkan oleh tidak adanya  
pengaturan pola hidup yang baik oleh 
masyarakat, dimana masyarakat masih 
banyak yang tidak memperdulikan 
kesehatan mereka. Mereka lebih 
memperhatikan perkerjaan dari pada 
kesehatan. Walaupun sudah ada 
puskesmas-puskesmas didirikan di setiap 
kecamatan, namun masyarakat belum 
memiliki kesadaran untuk mengecek 
kesehatan dan berobat. Puskesmas tersebut 
didirikan oleh pemerintah untuk melayani 
masyarakat dengan pengobatan gratis. 
Tetapi masyarakat masih suka berobat 
kedukun-dukun di kampung. Dilihat dari 
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segi konsumsi makanan, masyarakat 
kurang memperhitungkan dan 
memperdulikan gizi, vitamin, protein dari 
apa yang mereka makan. Masyarakat 
hanya memahami sudah kenyang dan bisa 
makan tiga kali sehari sudah cukup. 
Upaya Pemerintah Kabupaten Solok 
untuk Mengentaskan Kemiskinan 
Upaya pengentasan kemiskinan 
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
Solok (2005-2010) muncul dari simbol- 
simbol yang mereka maknai dari kondisi 
daerahnya. Adapun upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten Solok adalah: 
1. Pengembangan ekonomi lokal 
Prioritas ini diarahkan untuk 
mengembangkan ekonomi 
nagari/jorong dengan 
pendayagunaan pontesi sumber 
daya local (Sumber daya Manusia) 
yang dimiliki oleh masing-masing 
daerah. Fokus percepatan 
pengembangan ekonomi lokal 
adalah; pertama, meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan 
masyarakat miskin, salah satu 
program pemerintah kabupaten 
ialah dengan mengadakan program 
pelatihan keterampilan kelompok 
perempuan (P2WKKS), program ini 
merupakan program pelatihan 
keterampilan khusus untuk daerah 
tertinggal. Salah satu bentuk 
keterampilan yang diberikan oleh 
pemerintah adalah pelatihan 
pembuatan rendang dan cara 
pengemasannya.Kelompok 
perempuan yang ada diberi 
keterampilan dan kecakapan dalam 
pembuatan rendang dan cara 
pengemasan yang bagus sehingga 
rendang yang dibuat bisa 
dipasarkan baik didalam maupun 
diluar kabupaten.Keterampilan 
yang diberikan selain pembuatan 
dan pengelolaan rendang adalah 
keterampilan dalam mengelola dan 
mengolah sayur-sayuran, karena 
Kabupaten Solok merupakan 
kabupaten penghasil sayur. Selama 
ini pengelolaan sayur dilakukan 
secara tradisional sehingga sayur 
tidak bisa dipasarkan keluar daerah 
karena sudah rusak dan membusuk. 
Keterampilan yang diberikan oleh 
pemeritah sudah ada hasilnya 
dimana sayur –sayuran dari 
kabupaten Solok tidak dipasarkan 
dalam daerah atau kota lagi tetapi 
sudah luar negeri salah satunya 
adalah Negara Singapura. 
Pemerintah kabupaten Solok juga 
memberikan keterampilan 
pengelolaan kotoran ternak 
menjadi pupuk kompas kepada 
perempuan4. Pemerintah melihat 
kotoran ternak yang sudah diolah 
menjadi pupuk kompas memiliki 
nilai yang sangat tinggi sehingga 
pemerintah membuat program 
pelatihan pengelolaan kotoran 
ternak menjadi pupuk kompas. 
Alasan pemerintah selama ini 
perempuan tidak bisa 
mengembangkan diri mereka 
akibat kurangnya ilmu pengetahuan 
dan keterampilan. Peningkatan 
keterampilan dan pengetahuan 
perempuan dapat mengembangkan 
dan menciptakan usaha. Hasilnya 
dapat menambah penghasilan 
keluarga karena selama ini yang 
berkerja hanya suami dan 
digunakan untuk seluruh keluarga. 
2. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM)  
Kemiskinan yang terjadi 
dikabupaten Solok selain 
pengetahuan, keterampilan dan 
pendidikan yang rendah juga 
disebabkan oleh keterbatasan modal. 
Bentuk program pengembangan 
keuangan mikro adalah 
pengembangan lembaga ekonomi 
pedesaan atau nagari, dengan 
memberikan bantuan modal berupa 
uang kepada masyarakat miskin 
yang memiliki usaha baik dalam 
bidang pertanian, perikanan, 
perternakan, perdagangan maupun 
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industry5. Tujuan pemerintah 
kabupaten memberikan bantuan 
adalah agar mereka dapat 
mengembangkan usahanya yang 
selama ini tidak bisa berkembang 
karena kendala modal yang tidak 
ada untuk mengembangkannya. 
Menurut informan program 
pengembangan lembaga ekonomi 
pedesaan/nagari dengan bentuk 
memfasilitasi permodalan bagi 
usaha mikro kecil dan menengah di 
pedesaan/nagari harus diurus 
kekantor BPM dulu dengan 
membawa proposal pengajuan dana 
atau anggaran dana yang 
dibutuhkan, kemudian tim dari 
BPM akan melakukan survey 
ketempat yang mengajukan 
pinjaman dana tersebut, klau 
disetujui proposalnya mereka 
menggambil dana kekantor 
DPKKA. Nagari yang dapat adalah 
seluruh nagari yang ada di 
kabupaten Solok yaitu 74 nagari. 
3. Pemberdayaan masyarakat melalui 
kesehatan 
Program pemerintah kabupaten 
Solok dalam bidang kesehatan 
dengan menggunakan dana APBD 
kabupaten adalah anggaran 
ketingkat Puskesmas dimana 
masyarakat dalam melakukan 
pengobatan kesehatan dasar 
digratiskan. Kesehatan dasar disini 
adalah kesehatan fisik yaitu sakit, 
demam, flu, atau yang masih bisa 
ditangani oleh Puskesmas. Program 
ini dikhususkan untuk orang 
miskin, setiap orang miskin dapat 
memanfaatkan pelayanan 
kesehatan ini tanpa dipungut biaya 
sedikitpun. Program ini tidak hanya 
diberlakukan dipuskesmas, 
pemerintah juga melakukan kerja 
sama dengan Rumah Sakit dimana 
masyarakat miskin yang berobat 
kerumah sakit kalau memiliki kartu 
miskin akan diberi keringan biaya 
dalam pengobatan. Anggaran dana 
yang digunakan oleh pemerintah 
kabupaten Solok adalah angaran 
dana APBD. Program ini juga 
bertujuan untuk meringankan 
beban orang miskin dalam mejaga 
kesehatan. Selain pengobatan gratis 
pemerintah juga membuat program 
pembuatan KTP gratis yang 
tujuannya agar masyarakat miskin 
dapat menggunakan haknya sama 
dengan masyarakat lain. Selama ini 
masyarakat miskin tidak bisa 
mengurus bantuan yang datang 
baik dari kabupaten, provinsi 
maupun pusat akibat masyarakat 
miskin tidak memiliki KTP 
padahal syarat utuk mendapatkan 
bantuan tersebut adalah KTP, 
misalnya dalam mengajukan 
pinjaman modal, pengambilan 
raskin, pengambilan pupuk 
bersubsidi dan bantuan lain-
lainnya. Program-program 
pengentasan kemiskinan yang 
dibuat oleh pemerintah kabupaten 
Solok muncul dari pemaknaannya 
terhadap symbol-simbol yang 
ditemuinya dilapangan tentang 
kemiskin yang terjadi di 
kabupatennya. Symbol-simbol 
tersebut diinterpretasikan oleh 
pemerintah Kabupaten Solok, 
ketika pemerintah kabupaten Solok 
dan stekholder sudah mengetahui 
faktor penyebab kemiskinan dari 
simbol yang dimaknainya maka 
Pemerintah Solok membuat 
kebijakan-kebijakan pengentasan 
kemiskinan dengan anggaran dana 
APBD kabupaten untuk bisa 
mengeluarkan masyarakatnya dari 
kemiskinan yang membelenggu 
mereka, sesuai dengan prioritas 
pembangunan 2006-2010 yang 
dikenal dengan tiga pilar 
pembangunan yaitu pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi kerakyatan. 
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KESIMPULAN 
Upaya pengentasan kemiskinan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Solok (2005-2010) adalah; 1) 
Pengembangan ekonomi local dengan cara 
memberikan pelatihan dan keterampilan 
kepada masyarakat miskin. 2) 
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) dalam bentuk 
program pengembangan lembaga ekonomi 
pedesaan atau nagari, dengan memberikan 
bantuan modal berupa uang kepada 
masyarakat miskin yang memiliki usaha 
baik dalam bidang pertanian, perikanan, 
perternakan, perdagangan maupun 
industri. 3) Pemberdayaan masyarakat 
difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar 
atas layanan kesehatan bagi masyarakat 
miskin. Program-program pengentasan 
kemiskinan tersebut juga didukung dengan 
program pembuatan KTP gratis dari 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok 
untuk warga masyarakat mereka. 
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